KATA PENGANTAR

., Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
f' Menengah Dacrah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang memuat gambaran umum
{ perencanaan dacrah saat ini, visi, misi,tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan
{ serta pembiayaan indikatif Kantor Camat Witihama untuk 4 (empat) Tahun yang akan datang.
{ Rencana Strategis ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

 Tahunan Kantor Camat Witihama serta sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja selama

¥ tiga tahun dan tahunan.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan
§ Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Witihama Tahun 2023-2026 ini, untuk itu usul dan
é saran perbaikan menjadi perhatian untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Kantor Camat Witihama pada masa yang akan datang.

&

I:
;tL‘ Akhimya segala usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta bagi peningkatan
' kinerja Kantor Camat Witihama di masa mendatang sangat kami harapkan, kiranya berkat Tuhan

-
5 selalu menyertai kita.

Witihama, 21 Maret 2022

TR SR
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11 WECAMATAN WITIHAMA
- Trans Withama - Waiwuring Kode Pos. 86261

’ PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
WITIHAMA

KEPUTUSAN CAMAT WITIHAMA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT
WITIHAMA TAHUN 2023 - 2026.
CAMAT WITIHAMA,

Menimbang  : a. bahwa Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Witihama
Tahun 2023 - 2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Flores Timur
Tahun 2023- 2026;

b. bahwa Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Witihama
Tahun 2023 - 2026 adalah penting untuk dilaksanakan sebagai bentuk
perwujudan Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan 4 ( empat ) Tahun
kedepan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
b, maka perlu ditetapkan Keputusan Camat Witihama tentang Pembentukan
Tim Penyusun Rencana Strategis( Renstra ) Kecamatan Witihama Tahun
2023 -2026;

Mengingat : 1. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421
);dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,.

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
— Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Undang — Undang

iii
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Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4493 ) yang telah ditetapkan dengan Undang —
Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548 );

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438 );

5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025 ( Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - udangan ( Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E
Nomor 1) sébagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

iv

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);

11, Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur
(Lembaran  Dacrah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024 );

12. Peraturan Dacrah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007 - 2027
(Lembaran Dacrah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033 ),

13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2008
mengenai Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan.;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016
Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2017 - 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Witihama dengan
keanggotaan sebagaiman tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu
bertanggung jawab kepada Camat Witihama.

KETIGA : Segala hal dan biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan
pada Dokumen Penggunaan Anggaran Kantor Camat Witihama.
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: Keputusan ini mulaj berlaky sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan

ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
et penetapannya, .
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4 Lampiran Keputusan Camat Witihama

Nomiof ¢ 17 Tahun 2022
Janggal : 18 Maret 2022
: rcn‘lhng i Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Witihama

Tahun 2023 - 2026.

[ p—

ke | ‘DUDUKAN DLM
vo|  Namap JABATAN KED UDTTM N
1 [Laurensius Lebu Raya, SH Camat Witihama Penanggung Jawab
2 (Ismail Daton Ban, ST Sekretaris Camat Ketua
| 3 [Petroncla Perada Mangu, $.Sos |  Kasubag Umum, Keu. dan Sekretaris
Kepegawaian
4 [Isabela Sedo Inguliman Pengolah Data Anggota
5. |Pius Doni Kelen Bendahara Pengeluaran Anggota
6 [Swardin Ahmad Bendahara Barang Anggota
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*{ ampiran : Keputusan Camat Witihama

- Nomot ¢ 17 Tahun 2022
 fangeal 18 Maret 2022
 Tentang + Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Witihama
Tahun 2023 - 2026,
NO NAMA/ NIP JABATAN KEDUDUI;:\N DILM
‘ I
1 [Laurensius Lebu Raya, SH Camat Witihama Penanggung, Jawab
-2 [lsmail Daton Ban, ST Sckretaris Camat Ketua
3 [Petroncha Perada Mangy, $.Sos |  Kasubag Umum, Keu. dan Sekretaris
r . Kepegawaian
- 4 [lsabela Sedo Inguliman Pengolah Data Anggota
~51.|Pius Doni Kelen Bendahara Pengeluaran Anggota
6 _|Swardin Ahmad Bendahara Barang Anggota
- 1 ‘
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l'l‘.l\ﬂiRlNTA‘H KABUPATEN FLORES TIMUR
1 K!:C/\MATAN WITIHAMA
. Trans Wllhnma-—Wniwuring Kode Pos. 86261

WITIHAMA

KEPUTUSANCAMAT WITIHAMA
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT WITIHAMA
TAHUN 2023 - 2026

CAMAT WITIHAMA,

enimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Konsekuensi dari
pelaksanaan Undang-Undang tersebut Pemerintah Daerah harus dapat lebih
meningkatkan kinerjanya dalam merumuskan rencana program dan kegiatan
serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada
masyarakat sesuai kewenangan dan karakteristik daerah dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa Rencana Strategis merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 — 2022 yang
memuat gambaran umum perencanaan daerah saat ini, visi, misi, tujuan,
sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta pembiayaan indikatif
untuk 5 (lima) tahun yang akan datang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
b, maka perlu ditetapkan Keputusan Camat Witihama tentang Rencana
StrategisKantor Camat Witihama Tahun 2017 —2022;

Mengingat : 1. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

2. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421
);dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,.

viii
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. Undang -~ Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
~ Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penctapan Undang - Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4493 ) yang telah ditetapkan dengan Undang -
Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548 ),

. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025 ( Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700},

. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, T ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585); ‘

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Serta Tata Acara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan

. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2013-2018;

ix

1

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

10. Peraturan Dacrah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (
Lembaran Dacrah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E

Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah Kabupaten

] Flores Timur Nomot 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
E Dacrah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2003 tentang Rencana
3 Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);

11, Peraturan Dacrah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024 );

5 12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007 - 2027
(Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033 );

13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2008
mengenai Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan.;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor

11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2017 - 2022;

MEMUTUSKAN :

: Menetapkan Rencana Strategis Kantor Camat Witihama untuk masa 3 tahun
dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 yang penyusunannya mengacu pada
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 — 2026.

i i -
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+ Rencana Strategis Kantor Camat Witihama ini dimaksudkan sebagai dokumen
perencanaan jangka menengah yang memuat Visi, Misi dan Tujuan Kecamatan

| Witihama selama 3 tahun kedepan dan memberi arah dan pedoman penyusunan

| program dan kegiatan tahunan Kantor Camat Witihama.

* Segala hal dan biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan

pada Dokumen Penggunaan Anggaran Kantor Camat Witihama.
: Keputusan ipj mulai berlaky g

KETIGA
i
KEEMPAT cjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan

ditinjau kembyalj apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapannya,

Ditetapkan di - Witihama
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*Rancangan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Rencana Strategis Kantor Camat Witihama Tahun 2023 - 2026

KODE TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN KONDISI KINERJA PADA
G 2025 2me AKHIR PERIODE C026)
7oz 5 z | s aTAN foUs | TNDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB 208 204
2 % & g = = s KEWGIAT AN KEGIATAN (Satuan) Targe
] E £l 2 é g Target Anggaran (Rp) t Anggaran (Rp) Target Anggaran (Rp) Target Angzaras (Rp) Targee Awzzares (R2)
a
! 2 3 5 6 7 8 9 10 1 iz 1z 14
7-1{ 0-0| 0-0) 03 KECAMATAN WITIHAMA 1,748,986,071 1,754,078,97S 1,782,736,598 1717524446 TI0IITRATT
x XX| Program Penunjang Urusan 1,525,175,850 1,515,656,506 1,498,456,506 1426323631 SIISIT IS
Pemeri Daerah K / Kota
| F P dan pelap pai 100
kinerja dan keuangan (%)
[
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana 100
P %)
I ASN yang memiliki k i 100
|kompetensi (%)
Tingkat pel dministrasi pe %) 100
01| 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 93,114,344 78,025,000 89,500,000 585,932,128 JI&TTI 69
evaluasi kinerja perangkat daerah
X| XX 01| 201 o1 Penyusunan Dokumen Perencanaan | Jumlah Dok P F gkat Daerah 2 20,000,000 2 20,225,000 2 21,500,000 2 12,500,000 2 74223 000
Perangkat Daerah (dokumen) -
x| xx o1| 201 02 Koordinasi dan Penyususnan [ Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 2 15,000,000 2 17,500,000 2 18,500,000 2 10,350,000 2 51,330,000
Dokumen RKA SKPD Koordinast P Dok RKA-SKPD
(Dokumen)
x| xx| o1] 2.01 06| Koordinasi dan penyusunan | Jumlah d dihasilkan (6 dok ) 6 dok 34614344| 6 15,800,000 6 25,000,000 o 12,582,125 Y 47 SSe, 409 |
laporan capaian kinerja dan ikthisar
realisasi kinerja SKPD
x| x| 01} 201 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Dacrah |Jumlah Laporan E: valuasi Kinerja Perangkat 1 23,500,000| 1 24,500,000 1 24,500,000 1 20,000,000 t 2,500,000
Daerah (Laporan)
o1 2.02 Admini; K Perangk 1,201,973,506 1,202,696,506 1,197,696,506 1,195,946,506 FEXTEwTYY
Daerah
o
01| 202 o1 Penyediaan Gaji dan T Tersedi Gaji dan Tunj (14) 14 1,161,356,506 | 14 1,161,355,506 14 1.161,356,506 19 1.161,356,506 14 4545, 400,024
ASN
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pengujian/verifikasi keuangan
SKPD

o1 o1| 202 07 - Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Lap Ke igan Bul Tr 4 15,777,000 4 16,500,000 11,500,000 A 9,750,000 - DBITT 0L
Laporan K l / Se SKPD dan Laporan Koordinasi
Triwulanan/ Semesteran SKPD P Laporan K.
Bul /Triwul /S SKPD (laporan)
xx| 01| 2.03| Administrasi Barang Milik Daerah 12,500,000 10,000,000 15,000,000 12.500.000 <0000 200
pada Perangkat Daerah
v
%X o1} 203 05 - Rekonsiliasi dan Pt Terlak I dan p 3 12,500,000 3 10,000,000 3 15,000,000 3 12,500,000 3 50 000 000
Laporan Barang Milik Daerah pada |laporan Brang milik Daerah pada SKPD
SKPD (Taporan)
01| 2.05 Administrasi Kepegawalaan - - - -
Perangkat Daerah —S .
01| 2.05 11 Bmbi Teknis ! | Jumlah Aparatur Yang mengikuti Bimtek (Orang) 2 - 2 - 2 - 2 -
P Perundang-und:
01| 2.06] Administrasi Umum Perangkat
Daerah
| K
01| 2.06| 01 Penyedi K lasi Te di alat listrik ( ) 2 paket 2,000,000 2 1,250,000 | 2 paket 759,806 paket 250,000 | I paker 4299 306 !
Listrik/Penerangan Bangunan paket
Kantor ‘
01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang 2 paket 2,500,000 2 2,000,000 | 2 paket 2,560,000 paket 350,000 | 2 pmket 7. 410,000
Perlengkapan Kantor disediakan (unit) paket
xx| 01| 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah | Jumlah paket peralatan rumah 1angga yang
Tangga disediakan (paket)
01| 2.06| 04 Penyediaan Bahan Logistik kantor |Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor yang 2 paket 16414344| 2 15,000,000 2 15,000,000 2] 7,000,000 2 14048
disediakan (paket)
01| 2.06 0s Penyediaan Barang Cetakan dan | 7ersedi belanja kan dan p d 2 paket 10,858,656 2 12,560,000 | 2 paket 9,190,194 | 2 paket 6250,000| 2 paket I8 458 850
Penggandaan (paker) paket
01| 2.06| 06 Penyediaaan Bahan Bacaan Dan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan 1 - 1 - 1 - 1 -
P Perund: 4 | perundang-undang
e R
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01 Z.00| uB| Fasias! Runjuigan 1mne .
untuk Rapat dan Tamu - -
01| 2.06 09 Penyel Koordinasi |Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (kali) 1lap 45,765,000 1 lap 47,575,000 1 lap 30,500,000 |1 lap 15000000| 1l 133,340 000
dan Konsultasi SKPD
01| 2.07| Pengadaan Barang Milik Daerah - - - - -
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
o1 207 02| Pengadaan Kendaraan Dinas | Jumlah Kendc Dinas yang diadakan (unit) 1 - 1 - 1 - 1 -
Operasional atau Lapangan
01} 207 05 Pengadaan Meubel |Jumlah paket Meubel yang disediakan (unit)
o1} 207 06 Pengadaan Perslatan dan Mesin | Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan
lainnya (unit)
o1} 207 08 Pengadaan Aset Tak Terwujud Tersedianya asset tak terwujud
o1l 207 (o] Pengadaan Gedung Kantor atau | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan
Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan
o1} 207 10| Pengadaan Sarana dan Prasarana  |Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung
Gedung Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Lainnya (Unit)
01| 2.08 Penyedi Jasa P Urusan |F ki di sarana dan prasarana 129,550,000 129,550,000 129,550,000 129,500,000 S1LRSS0,.000
Pemerintahan Daerah aparatur (%)
01| 2.08| o1 Penyediaan Jasa Surat Meny Te di Me i untuk pel Surat 2lap 250,000| 21sp 250,000 2 lap)| 250,000 |2 lap 300,000 2ap 1,050,000
\Menyurat OPD (Lembar)
01| 2.08 02 P di Jasa K ikasi, Te di Jasa K k Sumber Daya Air 2lap 4,500,000| 2lap 4,500,000 2lap 4,500,000| 2lap 4,500,000 2lap 13,000,000
Sumber Daya Air dan Listrik dan Listrik (Bulan)
01} 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum |Jumlah Tenaga Teknis Perkantoran yang 13 orang 12 lap 124,800,000 | 12 124,800,000 12 124,800,000 12| 124,800,000 12 499,200,000
Kantor disediakan (Laporan)
~ i St
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F g Urusan Pemer |aparatur (36) ——— T ———————
Daerah ‘ —— e —— R
o1} 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumiah Kendaraan Dinas/Operasional i
. yang 10 unit 10 umit 4,500, -
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan st it ,500,000| 10 5,000,000 10 5,000,000 \ S 000 000 19 1% 500 00
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan.
01| 2.09 09 Pemeliharaan / rehabilitasi gedung |jumlah gedung kantor yang di pelihara( unit) 1 1 unit 750,000
X 1 1,000,000 K
kantor dan gedung lainnya ! 1,000,000 500.000 ! 3250000
01} 2.09 10 pemeliharaan / rehabilitasi sarana  |Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 2 unit 750,000 2 1,000,000 2 1,000,000 500,000 2 3250000
dan prasarana Gedung kantor atau |(unir) i
bangunan lainnya
xx| 01} 2.09 1 Pemeliharaan/Reahabilitasi Sarana |Jumlah sarana dan prasarana pendukung
Prasarana Pendukung Gedung gedung kantor/ bangunan lainnya yang
Kantor dan Lainnya dipelih: habili (unit)
01 Kecamatan 223,810,221 238,422,469 284,230,092 291,194,315 2 TS
o1 o2 Program Penyelenggaraan P Koordinasi Pelay Publik di 100 62,982,625 70,064,007 85256,500 33015367 306318499
Pemerintahan dan Pelay Publik K %)
o1 02| 201 Koordinasi P 1 P kualitas kinerja p h 62,982,625 70,064,007 85,256,500 33015367 306,318,899
Pemerintahan di tingkat Kecamatan kecamatan
01 02| 201 2| Peningkatan Efektifitas Kegiatan  |Jumlah dok p k fektifitas k 12 12 62,982,625| 12 70,064,007 12 85,256,500 12 33015367 o1 8459
Pemerintahan di tingkat k | pemer han di tingkat k (dok)
. 844,536 1 064 15,655,922 15,342,485 0357 007
o1 03 Program Pemberdayaan Masyarakat |Cakupan Vaksinasi (%) 14, 5,044,
Desa dan Kelurahan
— 14,844,536 15,044,064 15,688,922 153-2,485 o387 007
01 03| 2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) ;
b P Covid 16 4 14,844.536| 4 15,044,064 4 15,655,922 4 15,342,485 4 o0 387 07
01 03| 205 03 Pembinaan Penanganan Covid-19 |Jumlah Doku P F 8!
di Tingkat Desa dan Kelurahan 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)
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o1 05| Program Penyelenggaraan Urusan Persentase Koordinast Penyclenggaraan
Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum (%) 63,176,903 TR734.514 91.0%0.952 MIN T4 T8 omomn |
01 05| 201 P 1 i k
Uelrye mssnrjl;:‘ Urusan Pmer:nhhan 68,176,903 78,734,514 91,080,952 13976 T3 200 00
Daerah
o1 05| 201 08 ;ﬂ:rksummRTm l-'o:in: .iumlah D«;Ic’ull’ncn Tugas F(‘;:)u:' Koordinasi 12 1 58,800,000| 1 58,800,000 1 58,200,000 5% 200 000 [] 5200 00
dinasi Pimp Pimp imen)
01 06 :ros:m“l;e:blnnn dan Pengawasan | Persentase Disiplin Anggaran Desa *%) 77,806,157 74,579,834 92.236,718 25678227 JeasTa0es
emerin esa
Persentase Usulan Masyarakat yang disetujut
dalam forum Musrenbang Kecamatan %)
0l 06| 201 Fasilitasi, Rekomendasi dan 77,806,157 74,579,834 92236,718 95598227 Jea T es
Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintah Desa
01 06| 201 01 Fasilitasi Peny P | Jumiah Dok yang Difasilitasi dalam rangka Perdes : 4, 12 10,000,000| 12 20,000,000 12 20,000,000 12 30,000,000 12 30,000 000
Desa dan Peraturan Kepala Desa Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Perkades: 2, SK:
Kepala Desa (Dokumen) 6
o1 06| 2.01 03 Fasilitasi P lolahan K ngan |Jumlah Dok Yang Difasil; dalam rangka 4 8 10,000,000 8 20,000,000 8 20,000,000 38 30,000,000 L] $0,000, 000
Desa dan Pend: Aset P lolaan Ke igan Desa dan
Desa Pend Aset Desa (Dokx
o1 05| 201 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan  |Jumlah Dokumen Fastlitasi dalam rangka 10 4 25,000,000 - 2 20,000,000 - 4 45,300,000
Kepala Desa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)
01 06| 2.01 09 Fasilitasi Singkronisasi |Jumlah Dok Sinkroni. Per 1 1 32,806,157 1 34,579,884 1 32286118 1 35,698 127 1 15370580
) Py Pemb Daerah |Pemb. Daerah dengan Pembangunan
dengan Pembangunan Desa Desa (Dokumen)
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MENGACU PADA TUJUAN DAN DASmac= -

INDIKATOR KINERJA KANTOR CAMAT WITIHAMA YANG
Kondisi Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
. pada Awal pada akhir
o Endkcs tow periode RPIMD 2023 2024 2025 2026 poriode RPD
(2021)
(1) 2) 3) 4) (5) (6) 7 3)
1 |Tingkatya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) 88.89% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00% 92.50%
, |Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana 88.89% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00% 92.50%
Aparatur (%)
5 |Persentase ASN yang memiiki Kesesuaian 0.00% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00% 92.50%
Kompetensi (%)
4 |Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian 100.00% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00% 92.50%
Kinerja dan Keuangan (%)
5 ]I;ersem:;en l?;c;rdmasn Pelayanan Publik di 100.00% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00% 92.50%
6 |Cakupan Vaksinasi (%) 59.20% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00% 92.50%
Persentase Koordinasi P 1 araan
7 Pemeﬁm:han Un:“m ‘(%f)“ye enge 94.44% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00% 92.50%
8 |Persentase Disiplin Anggaran Desa (%) 88.89% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00% 92.50%
Persentase usulan masyarakat yang disetujui dalam
9 |eorum musrenbang kecamatan (%) 55.56% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00% 92.50%
xNV\
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Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Camat Witihama o Eamaa. T
_ Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Flores Timur

Target Renstra Perangkat Daerah

s Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
Perangkat Daerah
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 2021 2018 2019 | 2020 | 2021
@ (&) 3) ) ) (©) ® 9 (10) (1) (13) (14) s (16)
1 |Tingkatya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 85.00% 90.00% | 95.00% | 95.00% | 75.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 88.24% 83.39% | 8421% | 84.21%
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana
2 Ap poo 85.00% | 90.00% | 95.00% | 95.00% | 75.00% | 75.00% | 75.00% | 75.00% | 88.24% 8333% | 78.95% | 73.95%
P ASN iiki i
3 KZ’:“'”“ : (%)"‘"g el KCesesunian 85.00% | 90.00% | 95.00% | 95.00% | 0.00% [ 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% 0.00%
4 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian 0° " " o o, ' :
Kinerja dan Keaangan (% 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00%| 0.00% | 0.00% [ 100.00% | 100.00%| #Drv/or | #Drvsor | 100.00% 100.00%
5 g;‘;“’““‘“ Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan| o5 000 | 90,0006 | 95.00% 95.00% | 85.00% | 90.00% | 95.00% | 95.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%| 100.00%
0
6 5:’”‘?;"&“’“"”‘ Penyclenggaraan Pemerintahan | o 000 90.00% | 95.00%  95.00% | 85.00% | 90.00% | 95.00% | 95.00% | 100.00% [ 100.00% | 100.00% | 100.00%%
um (7o,
7 |Persentase Disiplin Anggaran Desa (%) 85.00% | 90.00% | 95.00% | 95.00% | 85.00% | 90.00% | 95.00% | 95.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |-

Persentase usulan masyarakat yang disetujui dalam

85.00% | 90.00% | 95.00% | 95.00% | 65.00% 65.00% | 65.00% | 65.00% | 76.47% 72.22% | 68.42% | 68.42%
forum musrenbang kecamatan (%)

XX
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51 PENDANAA? Y ANAN

KABUPATEN LORES TIMUR

3

B

(No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegi

Realisasi Anggaran Pada Tabun Ke -

5

Kegiatan Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat daerah

13,371,500

29,999,600

13,371,500

1S G

Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi

ja SKPD

13,371,500

19,723,050

29,999,600

13,371,500

19,723,050

445715667

Kegiatan Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Rp

10,855,000

10,855,000

25,260,000

1,600,000

10,800,000

10,800,000

100°%

11°%

1%

Pelaksanan
Penatausahaan dan
Pengujian /Verifikasi
Keuan, SKPD

Rp

10,855,000

10,855,000

25,260,000

1,600,000

10,800,000

10,800,000

25,200,000

100%

o™

Kegiatan Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Kegiatan Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

Rp

168,475,500

120,612,706

159,954,266

97,285,458,

74,096,201

178,712,000

120,598,950

159,118,007

97,285,458

106%

100%

100%

Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Gedung Kantor

Rp

680,000

678,750

1,236,566

2,178,158

2,996,551

675,000

678,750

1,236,000

2,178,158

100%

1TaSTS00N%

Penyediaan Peralatan dan
Perlengk Kantor

10,000,000

12,500,000

10,000,000

#DIViO!

#DIvo!

#DIv/o!

100%

aDIvor

=DIv.o

Penyediaan Perlengkapan
Gedung Kantor

1,000,000

1,000,000

#DIV/0!

#DLv/ot

#DIV/O!

#Divot

100%

=DV

sDIvVa:

Penyediaan Bahan

Logistik Kantor __

Rp

27,725,500

13,920,200

24,262,500

25,902,500

19,999,650

27,265,000

13,920,200

23,719,207

25,902,500

98%

100%

93%

95%

938%

10%

pop 3

XX
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Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Rp

900,000

900,000

900,000

975,000

1,100,000

900,000

900,000

900,000

975,000

SOV

Fasilitasi Kunjungan
Tamu

Rp

11,625,000

19,000,000

19,000,000

10,000,000

15,000,000

11,625,000

19,000,000

19,000,000

10,000,000

4DIv/o!

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan

Rp

113,045,000

79,863,756

106,910,000

36,190,000

25,000,000

112,625,000

79,850,000

106,617,600

36,190,000

100%

Kegiatan Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

156,900,000

175,100,000

191,012,000

160,955,000

137,600,000

157,188,000

175,100,000

191,012,000

160,155,000

100% 0%

100%

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Rp

900,000

900,000

700,000

900,000

1,000,000

1,500,000

900,000

700,000

900,000

167%

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Rp

4,200,000

8,400,000

10,512,000

11,640,000

11,800,000

3,888,000

8,400,000

10,512,000

11,640,000

93%

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Rp

151,800,000

165,800,000

179,800,000

148,415,000

124,800,000

151,800,000

165,800,000

179,800,000

147,615,000

100% 0%

3%

Kegiatan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

46,250,000

33,484,994

155,360,000

22,100,000

9,992,565

46,220,000

32,585,000

152,670,000

21,01

100%

101%

TOTTY TasT
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan

Rp

12,110,000

10,519,994

17,390,000

19,325,000

6,997,565

12,080,000

9,620,000

15,088,000

18,240,000

91%

21%

| __|dan Mesin Lainnya

D Fa¥ M Lot
Pemeliharaan Peralatan

Rp

1,500,000

1,000,000

675,000

1,500,000

1,000,000

675,000

eDIV.D

Pemeliharaan /Peralatan/
Rehabilitasi Gedung
Kantor dan bangunan
Lainnya

Rp

34,140,000

5,465,000

65,000,000

2,100,000

2,995,000

34,140,000

5,465,000

65,000,000

2,100,000

1%

Pemeliharaan/rehabilitasi
|Sarana prasarana gedung
|kantor/ bangunan lainnya

3,000,000

Pengadaan Kendaraan
Dinas / Operasional

21,500,000

21,112,000

#DIV/o!

Pengadaan Perlengkapan

31,150,000

31,150,000

aDIv/o!

20,320,000

20,320,000

#DIV/OL | #DIVIOL

#DIV/0!
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Menimbang

Mengingat

BUPATI FLO TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEQIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI FLORES TIMUR,

a. bahwa schubungan dengan berakhirnya Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu
disusun Rencana Strategis Perangkat Dacrah Tahun
2023-2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores
Timur Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Rencana
Strategis Perangkat Daerah;

c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi
Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Dacrah
berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam haruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2023-2026;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),/
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Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
lentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
1sat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahyun 2022 Nomor 4, Tambahan
mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),

. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun  2020.2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian  dan Evaluasi Rancangan Peraturan
Dae_rah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E
Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores
Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);

- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1
Tahun 2013  tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan

lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur
Nomor 0085);

- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);
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8. Peraturan  Bupati  Flores Timur  Nomor 13
Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita
Daerah  Kabupaten Flores Timur Tahun 2022
Nomor 13);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS !
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2023-2026

Menetapkan

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4

. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat
Dacrah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores
Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah
dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk

periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai
dengan tahun 2025.

6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-
2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun
terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang
selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023
sampai dengan tahun 2026.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

10.Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka menengah daerah.

11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan.

12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai

prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai
sasaran/
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13. Arah Kebijakan adalah rumysan kerangka pikir atau kerangka kerja
untuk  menyelesaikan permasalahan pembangunan  dan
gikontisipasi isu - strategis  daerah/perangkat daerah  yang
dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabara strategi.

14.Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam
bentuk upayn yang berisi saty atau. lebih kegiatan cengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil
yang terukur sesuaj dengan tugas dan fungsi.

15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian kinerja suaty kegiatan, program atau sasaran dan tujuan
dalam bentuk keluaran (outpuf), hasil (outcome), dan dampak (impacf).

16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak
langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah,

BAB 11
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra PD merupakan perencanaan perangkat daerah, yang memuat
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD selama periode tahun 2023-

2026.
(2 Renstra  PD  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berpedoman pada RPD,

(3) Renstra PD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

a. BABI ', : Pendahuluan

b. BABII : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

c. BAB i : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
d. BABIV : Tujuan dan Sasaran

e. BABV : Strategi dan Arah Kebijakan

f. BABVI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

h. BAB VIII : Penutup

(4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
BAB 111
PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
' Pasal 3

Renstra PD wajib dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun
2023~2026/
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Pasal 4

Renstra PD ¢ i .
sebagaimang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi

sebagai:

a. pedoma i
:kngan '31‘:;?5:1 ',2[:);(“'“] penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai
rancangan RKPD; dn,ﬁ Yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan

b. acuan  bagi seluryl
pelaksanaan
pemerintahan se

pemangku kepentingan di daerah dalam
remb“"g"""" dan  penyelenggaraan  urusan
ama kurun waktu tahun 2023-2026.

BAD 1v
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5
(l)ggﬁil:an[:gnngib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
RPD. enstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana

dimaksud pada ayat (] dil : o
Perundang-undangan ya(n)g' be:lzﬁfmn sesuai ketentuan Peratur

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan d

s e e ] pengun angan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Flores Timur,

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022
BUPATI FLORES TIMUR,
ttd
) ) ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON
Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,
ttd
PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

——

YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I
NIP.19780426 200212 1 007
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I Renstrq Kecamatan Witthama 2023-2026 IE‘J

BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sehubungan - dengan telah berakhimya Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Dacrah (RPIMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 yang
merupakan - dokuman perencanaan lima tahunan dan dituangkan dalam Rencana
Strategis Organisas; Perangkat Dacrah maka Kecamatan Witihama sebagai

Organisasi Perangkat Dacrahy berkewajiban menyusun kembali Rencana Strategis
Tahun 2023-2026.

Scjalan dengan kondisi diatas kebijakan pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam

Negeri nomor 70 Tahup 2021  tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala daerah berakhir
pada Tahun 2022, ):'ang salah satunya menginstrusikan Bupati/Walikota yang masa
jabatannya berakhir Tahun 2027 agar menyusun Dokumen perencanaan

pembangunan Menengah Daerah atay Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-
2026.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tersebut dikeluarkan pada
tanggal 31 Desember 2021 untuk menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak
secara Nasional pada Tahun 2024.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Kecamatan Witihama menyusun Renstra
Kecamatan Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan jangka
menengah Perangkat Daerah periode 2023-2026.

Rencana strategis Kantor Camat Witihama merupakan langkah awal untuk
melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu
melaksanakan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang merupakan
langkah yang pentihg dengan memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan
(weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini

merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai
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dnl.nm Kurun waktu) tahun 2023-2026, dengan lcm.p memperhatikan potensi yang ada
baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang,
dt.\'n tantangan yang dihadapi. Rencana strategis perangkat dacrah 2023-2026 akan
dijabarkan kedalam rencana kerja (Renja) perangkat dacrah, yang merupakan

dokumen perencanaan tahunan perangkat dacrah

R‘angkaian proses penyusunan Renstra PD Kecamatan Witihama Tahun 2023-2026 (§
disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan dacrah, hasil evaluasi ,
pelaksanaan Renstra PD kecamatan Witihama Tahun 2017-2022 sampai tahun 2021,
berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Dacrah, serta sesuai dengan dinamika

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah dan Nasional.

Gambar 1. Alur penyusunan Renstra PD
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026

RPJPD Kab. F

lores

Timur Tahun 2005-2025
2020-2024 A i
z_ « RPIMD NIT 4 (Periode 1V)
Tahun 2018-2023 SR :
s Evaluasi o 2
Pembangunan (¢ Rancangan RPD
Daerah -) Tahun 2023-2026

« [su-Isu Strategis
= Kebijakan
Nasional

Perumusan Rancangan
Akhir RPD

(oleh Bappelitbangda)

) ik

Méma;;erhpllizkan: Fasilitasi/Evaluasi
» Evaluasi Renstra
T 2017-2022 RPD oleh Gubernur
* RenstraK/L Ead
s [su-Isu Staretgis
L] Kebijakﬂn A
Nasional Penetapan Perkada tentang
RPD Kab. Flores Timur

Tahun 2023-2026

Sumber :  Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86
Tahun 2017 (hasil analisis)

selanjutnya Renstra PD Kecamtan Witihama Tahun 2023-2026 memiliki keterkaitan

dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen pengangaran sebagaimana terlihat pada

' gambar 1.2 berikut;
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jambar 1.2 | )
’ Tubungan antara Renstra PD) Tahun 2023-2026 dengan Dokumen
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Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kantor Camat Witihama adalah:

1.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015,Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5657);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

o
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10.

11

12.

13.

14.

15.

e —

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 'tcntang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal:

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
83);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
daerah;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rancangan Pembangunan
Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun2 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangkah Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangkah Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah, Beserta Pemutakhirannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman
teknis pengelolaan keuangan daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala
Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
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16.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.
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Peraturan dacrah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2018-2023 scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2021 tentang perubahan atas
Peraturan Dacrah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2019
tentang Rancana Pembangunan Jangkah Menengah Dacrah Provinsi Nusa
Tenggara timur tahun 2018-2023;

Peraturan Daerah Kabuparen Flores Timur Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kecamatan, organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan
Titchena, llemandiri, Wotan Ulumado, Ile Boleng, Kelubagolit dan Witihama
(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2001);

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Ti mur Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027
Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 sistem

perencanaan pembangunan daerah kabupaten flores timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Darerah Kabupaten Flores Timur

(Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140);

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang

Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur

Tahun 2017-2022 ;

|
I
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1.3.

—=

24 Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, ‘
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

25.  Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas
Kecamatan

26.

Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026

Maksud dan Tujuan

e Maksud Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Witihama adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, dan
tujuan daerah yang dilaksanakan di Kecamatan Witihama selama 4 (empat)
tahun kedepan dengan mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun
2023-2026 dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat
kecamatan.

2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan
dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
dan mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi
dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara
internal maupun eksternal.

3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (Stakeholders)

tentang rencana Pembangunan lima tahunan yang akuntababel dan
transparan. ;

¢ Tujuan Penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Witihama adalah :

1. Sebagai dokumen rencana untuk mewujudkan tujuan serta sasaran-sasaran
dalam dokumen RPD Kabupaten di bidang pelayanan publik dan
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Buhpati kepada para
camat.

2. Sebagai landasan operasional untuk menggerakan seluruh sumber daya
kecamatan, sehingga seluruh unsur dapat dimanfaatkan secara optimal
melalui keterpaduan dalam program.

3. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan kecamatan
Witihama yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang meliputi
program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru,

indikator kinerja dan kelompok sasaran program dan kegiatan, yang disusun
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atas dasar hasil evalyasi pelaksanaan ;;rogmm dan kegiatan periode
sebelumnya dan berbagai masalal yang dihadapi

Menyediakan suatu acuan resmj bagi aparatur kecamatan dalam menentukan
prioritas program lima tahunan dan kegiatan tahunan, pelaksanaan dalam |
merealisasikan rencana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi
SKPD serta menyediakan indikator-indikator yang dijadikan tolok ukur
dalam melakukan evaluas; capaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan dengan membandingkan antara proses dan hasil (outcome) yang
dicapai.

Memudahkan seluruh jajaran aparatur kecatan dalam mencapai tujuan,

disamping juga bertujuan untuk menumbuhkan komitmen aparatur

kecamatan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu,
terarah dan berkelanjutan. -

1.4. Sistematika Penulisan i

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Witihama adalah sebagai berikut:

BABI Pendahuluan memuat : latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan iy
penyusunan renstra, landasan hukum serta sistematika penulisan; |
BABII Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat : tugas pokok dan '

fungsi perangkat daerah, sumber daya aparatur, kondisi dan kinerja
pelayanan perencanaan pembangunan di Kabupaten Flores Timur,
peluang dan tantangan pelayanan yang dihadapi dalam proses
perencanaan pembangunan

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat : analisis i‘
permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor faktor
yang mempengaruhinya; Tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan i
visi, misi, sesrta program kepala daerah dan wakil kepala daerah |
terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong
dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
SKPDditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun
Renstra SKPD Propinsi, faktor-faktor penghambat dan pendorong dari
pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD
ditinjau dari implikasi RTRW; sehingga diperoleh informasi isu
strategi yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun berjalan.

BAB IV Tujuan dan Sasaran
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. |
BAB V Strategi dan Arahy Kebijakan
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
pAB VI Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII Penutup
[
i
i
|
|
|
|
|
|
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GAMBARAN l‘ELAYANAN PERAN(

'KAT DAERAH

2.1, Tugas, Fungsi, dan Struktur Oy

menunjang pelayanan, kepada mag

jumlah pegawai sebanyak 37 orang Yarakal, - Kecamatan Witihamadidukung oleh

(ti tol dact
dan 16 orang tenaga kontrak (130 8a puluh dua ) yang terdiri dari 16 orang PNS

Sasi dan mem |
. 4 unya
sebagal beddku : punyai Tugas Pokok dan Fungsi
CAMAT
NIP. 19650810 200017 1 003
SEKCAM
lsmoil Doton Bon, ST
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\4 - 4
KASUBAG UMUM, KEUANGAN & KASUBAG PROGRAM, DATA &
KEPEGAWAIAN EVALUASI !
Betronela Peroda Mongy, § S5 i
NIP. 19790219 200012 2 004 |
|
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Berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan, Camat
mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan "

kepada Camat oleh Bupati diwilayah kecamatan. Adapun tugas dan fungsi dimaksud |
adalah sebagai berikut :
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1. Fungsi Camat :
a. Pengkoordinasian urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
b. Pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
¢. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup
kecamatan,
¢ Pengelolaan administrasi kecamatan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya,
2. Fungsi Sekretaris Kecamatan :
. Penyusunan rencana kerja kesckretariatan;
b.  Penyusunan program dan anggaran;
. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang
milik daerah;
d.  Pengelolaan urusan kepegawaian;
e.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya;
3. Fungsi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian :

a.  Penataausahaan administrasi perkantoran;

b.  Pengelolaan dokumen kepegawaian;

c.  Pengelolaan perlengkapan perkantoran;

d.  Pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah;
e.  Pengelolaan dan penatausahaan keuangan;

f.  Verifikasi dan pembukuan keuangan; dan
g.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya.
4. Fungsi Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi :
a.  Penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;
b.  Perencanaan program, data dan evaluasi;

c.  Pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi;
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d. Pelaksanaan fungsi fain yang diberikan olch atasan terkait dengan tUgas dan

fungsinya;

Fungsi Kasi Pemerintahan :

a.  Penyusunan rencana ketja pemerintahan kecamatan;

b.  Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan kecamatan;
c.  Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kecamatan;

d.  Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemerintahan kecamatan; dan

e

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Fungsi Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Penyusunan rencana kerja ketentraman dan ketertiban umum;

b.  Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban
umum;

c.  Pelaksanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;

d.  Pengendalian, evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum;
dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Fungsi Kasi Pemberdayaan Masyarakat :

a.  Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan
pemberdayaan masyarakat; '

¢. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

d.  Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya..

Fungsi Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial :

a.  Penyusunan rencana kerja pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan umum dan

-kesejahteraan sosial;
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Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan umum dan kesejahteraan
sosial;

Pengendalian, evalyasi dan pelaporan pelayanan umum dan kesejahteraan

sosial; dan Pelaksangan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugas dan fungsinya,

9. Fungsi Kasi Perckonomian «

a

b.
c
d.

.

Penyusunan rencana kerja perekonomian;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perekonomian;
Pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian;
Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perekonomian; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya,

10. -Fungsi OPD Kecamatan Witihama

Fungsi OPD kecamatan Witihama Timur adalah sebagai berikut :

1.

Fungsi koordinasi. OPD Kecamatan Witihama melaksanakan koordinasi
dengan instansi/dinas baik yang berada di Kecamatan maupun di Kabupaten.

Fungsi fasilitasi. Memfasilitasi segala kegiatan yang ada di kecamatan yang
dilaksanakan instansi/dinas, UPT maupun pihak swasta |
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ber Daya OPD Kecamatan Witihama
qur ;
qusunan Kepegawaian

Tabel 2.2.1
Jumlah PNS Kantor Camat Witihama berdasarkan Jabatan Tahun 2022

@ |2 pATAM ESELON TUMLAH PEGAWAI
e L [ Orang
Z/W—Camat e 1 Orang '
3/ Kepala Seksi V/a TOmse |
4/ Kasubag VA 1 Orang
_——  JUMLAH LT

Wtihama Tahun 2022.
ber -

Tabel 2.2.2 : .
Berdasarkan Pangkat Golongan / Ruang

r + Kantor Camat Witihama Tahun 2022.

O | PANGKAT GOLONGAN/ | JUMLAH |
RUANG PEGAWAI |

_l/ Pembiﬂa Tk.1 IV/b 1 Orang ‘1
7, | Penata Tingkat I 1/d 2 Orang |
7 | Penala /e 2 Orang 1 ‘
5| Penata Muda Tingkat I /b 4 Orang i
r Penata Muda Ill/a - Orang {
7. | Pengatur Tingkat I 1/d 4 Orang ,
3 | Pengatur e - Orang :f}
9. |Pengatur Muda Tingkat I II/b 1 Orang i
10. | Pengatur Muda Il/a 1 Orang
JUMLAH 16 Orang ]

Sumbe
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Tabel 2.2.2

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

R

1 20232020

N

0 | TINGKAT PENDID
o P IKAN TOMLATPEGAWAI |
Pasca Sarjana (S-2)
| A T— - Orang
Sarjana (S-1)
[ ) 5 Omng
Diploma IV (D-IV) —
— - Orang
Diploma II1/ Akademi / Ahli Madya 1 Orang
Diploma I/ Diploma 1
—[SLTA - omne
| 10 Orang
FE—
JUMLAH 16 Orang
Sumber : Kantor Camat Witihama Tahun 2022.
Tabel 2.2.4 :

Berdasarkan Diklat Penjenjangan 5
0| DIKLAT PENJENJANGAN JUMLAH PEGAWAI
—[PIM 11/ SPAMEN : |
i n— |
— | pM [11 / SPAMA 1 Orang
—PIM IV /ADUM/ADUMLA 1 Orang
- JUMLAH 2 Orang

Sumber : Kantor Camat Witihama Tahun 2022.
Tabel 2.2.5
Asset/Modal Kantor Camat Witihama
’////T
NO | URAIAN ASSET/MODAL TLAI (Rp)
/////
- 8.760.000.-
e i
— : 53.707.000.-
5| Peralatan dan Mesin /j/_
| 497.700.000.-
3| Gedung dan Bangunan |
— P 519.900.000.-
-
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Kinerja Pelayanan OPD K
antor Camat Witi
ihama

Kondisi lima tahun terakhi
di Kecamatan Witihmn‘;k:m’ pada umumnya kualitas penyelenggaraan peey2re® publik
menunjukkan adanya Pcni;m: mencrus mengalami peningkatan. Beber2pa indikator yang
gkatan kualitas pen
' yelenggaraan pelayanan ublik meliputi :
|. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran e p
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran
or

Tersedianya saran
) a pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan
an laporan keuangan

= W

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan anggaran

bulanan, tri
T hi wulanan dan smesteran serta evaluasi capaian kinerja
_ Terpenuhin i .
5. Terpenuiiiy® kegiatan yang di laksanakan dengan baik dalam meningkatkan

6 ;ten-SltT keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentings? pembangunan
~ Meningkatn itas si
gkatnya kualitas sistem pelayanan publik dan pelayanan administrasi kepada

masyarakat

Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan

7.
dilihat pada tabel berikut :

Capaian kinerja pelayanan perode sebelumnya dapat

Tabel 2.3.1

nerja pelayanan Kantor Camat Witihama Tahun 2023-2026 (Terlampir)

Capaian ki

n dan Peluang Pengembangan OPD Kantor Camat Witihama
penyelenggaraan pemerintahan,

and Clean

Tantangd

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui

pembangunan dan kemasyarakatan dalam mewujudkan Good Governancé

Government menemui beberapa tantangan dan permasalahan yang dimungkinkan dapat
tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

am rangka mendukung

penyelenggaraan
atur kecamatan dal

mempengaruhi
gnya jumlah sumber daya apar

1. Masih kuran.

alisasi penyelenggaraan kegiatan;
aya aparatur dengan kemampuai teknis tertentt, antara
garan/pembukuan, dan lain-lain qumber daya aparatur

optim:
Belum tersedianya sumber d

Jain perencana, pengelola ang
yang profesional;

3, Masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur;
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Dukungan anggaran yang belum memadai, shingga kegiatan yang terlaksana belum
berjalan secara optimal;

Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;

6. Masih lemahnya partisipaasi  Kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan

pembangunan;

Terbatasnya anggaran pemerintah dacrah dalam rangka pemenuhan kebutuhan

infrastruktur masyarakat secara lebih memadai;

8. Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat,
sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;

9. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;

10. Semakin meningkatnya pengangguran pada usia produktif sebagai akibat dari tidak
seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :Adanya

kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan

urusan pemerintahan dan urusan umum lain daari bupati kepada camat;

1. Adanya dukungan dari lembaga lain (LSM) dalam mendukung penyelenggaraan tugas
dan fungsi serta pencapaian tujuan;

2. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan
pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat
serta gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;

3. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;

4. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam
penyelenggaraan Pembangunan;

5. Ketersediaan dana APBN dan APBD 1 serta APBD Kabupaten Flores Timur dalam

mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
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BABITI
PERMAS y
ASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1dentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan oPD

| Dnnlam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan dacrah dan melakukan
koordinasi dengan OPD maupun stakeholder pembangunan tentu tidak terlepas dari
pelbagai permasalahan dan hambatan yang memungkinkan tercapainnya Visi dan misi
pembangunan.

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di
tingkat kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, peran kecamatan menjadi terbatas. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan
kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah,
tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Hal ini ditandai dengan adanya
pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah maka
langsung berhubungan

kecamatan

merupakan perpanjang tangan dari pemerintah kabupaten yang
dengan masyarakat. Dengan demikian semua aspek harus melibatkan pihak kecamatan.

Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya

pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa

kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana
prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan
pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan men.

fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana

prasana telah diuraikan gkoordinasikan

yang dilaksanakan oleh OPD lain yang melaksanakan kegiatan di

berbagai kegiatan
pendudukan masyarakat

wilayah Kecamatan Witihama, juga pelayanan administrasi dan ke
Permasalahan yang akan dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara

Jain, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :
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Tabel 3.1.1
{8l asl i itihama
1dentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan W
Capaian Faktor yang Mempengaruhi
/ Standar yang [ Internal Eksternal (Diluar Permasalahan
k Kajian
pe Kondisi | Digunakan | (Kewenangan [ Kewenangan Pelayanan OPD
Saat ini OPD) OPD)
-1 2 -3 4 -5 -6
Pengelolaan
itas SDM :
Pengelolaan kapasitas $ Ketersediaan iiintstrnel
L Belum Optimal dan aparatur dan foms
administrasi . dana dan sarana blik
) optimal tepat Pengawasan Pelayanan Publi
elayanan Publik prasarana .
melekat yang belum optimal
Ketaatan dan
Kapasitas SDM konsistensi serta Pembinaan dan
inaan d i _—
Pembinaan dan Optimal dan specilic da sinergitas pemberdayaan tata
)mberdayaan tata tata kelola
Belum Pengawasan program kelola aparatur
kelola aparatur . pemerintahan ;
pemetintah optimal di desayang melekat serta | pengembangan pemerintah
desa/kelurahan baik konsistensi | kapasitas aparatur | desa/kelurahan yang
pendampingan | - pemerintah belum optimal
daerah
Koordinasi dan
Koordinasi dan kerjasama dengan
erjasama dengan Profesionalitas pemerintah bawah
. Belum dukungan dan
emerintah bawah aparatur dan dan tingkat atas
. optimal | Optimal dan sinergitas
joatngisatas | dnercis jalinan serta lembaga-
serta lembaga- g kerjasama pelaksanaan .
lombaga sosial sinergis — lembaga sosial
a sosia H
—— yang dibangun kemasyarakat yang
belum optimal dan
sinergis.
Kehandalan
hperaax - Tingkat Partisipasi
lingkat Partisipasi | Rendah Tinggi —— Globalisasi dan St
; yarakat yang
dalam teknologi )
. masih rendah
meningkat kan
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partisipasi
— — —— \\
' Tindakan
K
Tingkat e:epatan dan | penegakkan hukum
etepatan tethadap pelaku | Belum optimal tin t
kepercayaan Belum | P | N:k K d =
y ayan,
masyarakat kepada optimal Optimal p: hyd an w angg:'elu . eper::y:an g
er
oeerioia adap yang belum masyarakat kepada
kebutuhan memberi efek jera pemerintah
masyarakat bagi para
o | S pelakunya
Ketersediaan
aparatur dan Pel I
i . ¢elayanan sosial yan
Pelayanan sosial Belun Optimal, ¢ epat Setia Koordinasi dan ayan st dl:n yang
cepat, akura tepat
yang cepat, akurat optimal dan tepat prasarana | komunikasi dalam | “P" belep
sasaran sasaran yang belum
dan tepat Sasaran pendukung pelayanan y. g]
t
»SOP dan opiima
I tanpa KKN
Kewenangan
Kecamatan SO
dal pemberdayaan dan
Pemberdayaan Optimal dan o pendanaan belum Pemberdayaan
. Belum . merencanakan
ekonomi . kesejahteraan menjangkau ekonomi masyarakat
i optimal . dan mengelola
masyaraka meningkat masalah dan belum optimal
program
kebutuhan
pemberdaya an
. masyarakat
ekonomi
Pendamping
Pemanfaatan
S id In kapita
. t 0 api
Income perkapita " i Kemampuan potensi dan come perkap
en inggi engolahan serta | masyarakat yan
masyarakat mengelola b d s
. pemasaran masih rendah
potensi yang )
o produksi
dimiliki
Demokrasi dalam Ketaatan . . | Pengabaian etika
etika demokrasi .
berpendapat dan ) terhadap demokrasi dalam
& o Belum | Demokratis . dan pemahaman
menyikapi . ] regulasi dan berpendapat dan
optimal dan etis terhadap = om o
kebijakan keterbukaan deiia menyikapi kebijakan
emokrasi .
pemerintah; komunikasi pemerintah;
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] baik fomral
maupun
informal
I I Ketersediaan Moratorium
dan kepast oo ONS Kapasitas SDM
N 1 an kapasitas nerimaan
asitas SDN - s pener aparatur dan
aratur dan | Rendah Tinggi Aparatur yang | dan terbatasnya
" rutan masyarakat yang
’ cuku rekrutan tenaga
insyarakat P g masih rendah
memadai kontrak
——— Perhatian dan
minat apartur | ketersediaan dan
yang tinggi thatian para
Derajat o = P ) Derajat Kesehatan
L terhadap aparatur medis
Kesehatan Rendah Tinggi ) ' masyarakat yang
. peningkatan | dan paramedis it rendah
at masih renda
masyara derajat sertaketersediaan
kesehatan | sarana prasarana
masyarakat
Adanya Angka
i Belum menurunnya
perhatian yang ketergatungan, L
serius terhadap angka kemiskinan
d I i dan penangguran
iski en: an
.emiskinan dan sedang Rendah :nk:ilgsuhanl;i penanggu]angan rtap: rbg:su i
gguran serta terbatasn
pengat d kemiskinan dan :
an penurunan ; pendanaan program
tingkat Pelfliasan .| penanggulangannya
pengangguran | kesempatan kerja
Tabel 3.1.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
“\ Isu Strategis
inamika Dinamika .
o pie Dinamika Nasional ) Lain-lain
Internasional Regional/Lokal
o 7)) ?) @) ©)
1 | Tingginya animo | Situasi politik dan ekonomi di | (1) Terjalinnya kerja
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- Renstra fSecamalan Witihama 20232020

negara-negara pusat yang kondusif dan sama pembangunan
donor dalam terkendali ~ antara Pemerintah
menjalin Pusat, Provinsi
kerjasama dengan untuk peningkatan
Indonesia Sumber Daya
Manusia.
2 MDGS dan Good gevernance dan clean | (2) Adanya perhatian
lembaga PBB | goverment menjadi isu yang pemerintah pusat
proaktif terhadap terus digulirkan dan terhadap
permasa lahan meningkatnya pembiayaan Pembangunan
pembangunan terhadap daerah miskin Daerah
Tertinggal/Daerah
Miskin dan
Pengembangan
Wilayah Kepulauan.
3 | Negara-negara | Meningkatnya kerjsama antara (3) Semakin
kaya memiliki | pemenitah dan negara-negara meningkatnya
perhatian serius donor perkembangan
terhadap negara investasi swasta
sedang dalam mendukung
berkembang dan pencapaian
negara miskin pembangunan
Ekonomi, SDM dan
Hukum.

2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur
Tabel 3.2.1

Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta
Faktor penghambat dan Pendorong Keberhasilan penanganannya

RTRW terkait Permasalahan Faktor
Tupoksi Pelayanan OPD Penghambat | Pendorong

No

i
el i
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i Koordinasi dan l’c@&ﬁ]}]ﬂ;ﬁ“* Dukungan . AdaRTRW
pengendalian dan Pemanfaatan masyarakat yang | - Tuntutatan
pemanfaatan  Tata | Tata Ruang yang | kurang maksimal yang  semakin
Rusng belum otimal dalam tinggi  dalam

pemanfaatan tata pemanfaatan
ruang kota tata ruang

P—
/”J . y "
penentuan Isu-isu Strategis

[su-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang
cksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-
cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi,
Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan
arah kebijakan pembangunan dacrah di bidang pelayanan publik, dalam upaya pencapaian
visi dan misi kecamata Witihama maupun visi dan misi pembangunan daerah
Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan renstra menggunakan metode analisis
SWOT. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman.
Untuk itu kantor Camat Witihama perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal yang
sifatnya controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan
dan kelemahan serta mengenal kondisi-kondisi elemen eksternalyang sifatnya
uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor
peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis
3.3.1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal
Tabel 3.3.1.
Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Kekuatan Kelemahan
1. Uraian Tugas yang jelas 1. Ketersediaan SDM yang minim dan
2. Adanya pedoman dan Juknis tidak didukung dengan adanya
3. Kesadaran akan tupoksi masing- kompetensi yang memadai
masing berimplikasi pada
4. Dukungan Sumber Daya Manusia, ketidakseimbangan beban kerja
Fasilitas Penunjang dengan tuntutan capaian kinerja
(Peralatan/Perlengkapan), Dukungan | 2. Minimnya alokasi anggaran dan
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DO
Secamalum wilinan

APBD Kabupaten Flores Timur,
Tugas Pembantuan dan dukungan
dana NGO internasional (khususnya
dalam mengembangkan potensi), yang
cukup memadai

. Adanya perangkat peraturan Daerah
yang mendukung antara lain
pelimpahan wewenang dari  Bupati
kepada camat.

. Adanya kemitraan antara Pemerintah,
LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh
Agama dan Komponen masyarakat.

belum diberikan kesempatan

mengajukan anggaran kegiatan

. Saran dan prasarana kantor kurang

memadai

. Tingkat kesejahteraan aparatur masih

belum memenubhi standar ditandai
dengan motivasi kerja kurang (naik-

turun)

. Belum optimalnya pengelolaan dan

pemanfaatan data, teknologi
informasi dan komunikasi,
pepenlitian dan pengembangan
dalam memberikan pelayanan publik

. Belum adanya (diberlakukannya

rewards maupun pinushment
terhadap aparatur kecamatan maupun
aparatur kelurahan dan desa yang
melakukan pelanggaran

. Kurangnya kerja sama, sinkronisasi

dan koordinasi dengan pemerintah
atas maupun pemerintah kelurahan
dan desa dalam memberikan

pelayanan

. Pelimpahan wewenang kepada camat

yang belum optimal

. Perilaku masyarakat belum

mendukung program

Peluang

Tantangan

1. UU No. 23 Tahun 2014 dan
perubahannya
2. Adanya kebijakan Pemkab yang

. Kapasitas aparatur desa yang masih

rendah

. Potensi SDA yang belum tergali
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mendukung pemberdayaan di 3. Kondisi geografis yang kering dan

kecamatan demografis (jumlah penduduk) yang
3. Adanya program utama Gerbang besar

emas, Anggur merah 4

. Masih tingginya keluarga miskin dan
tingkat pengangguran usia muda
. Berada pada jalur kota kabupaten

schingga rawan kamtibmas

4, Adanya bimtek/diklat/sosialisasi

peraturan yang diadakan pemkab 5
5. Kemajuan teknologi
6. Adanya perhatian pemerintah pusat 6

. Mengendumya semangat masyarakat
sampai kabupaten terhadap

akibat dari menurunnya kepercayaan

pembangunan didesa dan dacrah terhadap jaminan kepastian akan
tertinggal/maupun program dari dana direalisasikannya rencana
tugas pembantuan lainnya,

pembangunan (program dan
kegiatan) dan pelayanan publik
Daya beli yang rendah dan biaya
pembangunan, pelayanan publik

7. Terjalinnya kerja sama pembangunan
antara pemerintah R dengan Negara
Donor dan pihak swasta dajam negeri
untuk peningkatan Sumber Daya harga pasar yang tinggi
Manusia maupun penggalian dan

pemanfaatan potensi yang dimiliki

Semakin meningkatnya perkembangan

investasi swasta dalam mendukung

pencapa'ian pembangunan ekonomi,

SDM dan Hukum

- Meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan

332 Isulsy Strategis
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Peningkatan Kapasitas Aparatur  dan

penambahan  kuantitas aparatur,
Keberadaan

merupakan  factor
penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pember
Sebagai factor penting,

aparatur penting  dalam rangka

ian pelayanan masyarakat,
maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam

jumlah dan memiliki Persyaratan secara kualitas, Oleh sebab itu perlu usaha

dalam meningkatkan kcmampuan sumber daya aparatur dan penambahan
jumlah aparatur,

Peningkatan kualitas SDM aparatur kecamatan
Mengoptimalkan pengelolaan ¢

an pemanfaatan data, teknologi informasi dan
ki

terlebih  pada
Pembangunan peningkatan insfras

truktur  wilayah guna - mendorong
Pertumbuhan ekongpy; masyarakat

Pelayanan Prima yang diberi

kepercayaan masyarakat kepada
pada akhj
dinamika aktivitag masyarakat;

menciptakan kepuasan dan
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari
b\bualal\ keputusan berresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya
’ ™ H H ‘ . .

clahuan antisipatif,  pengorganisasian  sccara  sistematis  dan  usaha-usaha

}laksanakm\kcpumsan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan
"al sasaran,

Dalam  sistem akuntabilitas kinerja intansi pemerintah yang merupakan instrumen
ranggungiawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan
',ngukuran kinerja intansi pemerintah. Perencanaan strategis pemerintah merupakan integrasi
‘tara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan

wkembangan lingkungan yang bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam
tanan sistem manajemen nasional.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efktifitas program, agar mampu eksis dan
ngul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka
patu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja
‘lang berorientasi kepada pencapaian hasil.
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Tabel 4.1,1

Tujuan dan Sasaran Jangkah Mcncngah Pelayanan Kantor Camat Witihama

— ] TARGET KINERIA SASARAN |
~ . INDIKTAOR PADA TAHUN KE- I
TUIUA SASARAN - T3
12 |3 R
Penyclenggaraan Administrasi Pemerintahan Umum
f‘ ' yangbcrkualitas
i cningkatkan Meningkatkan Keikutsertaann
Kapasitas Aparat | Kapasitas  Apara aparat  dalam
galam pelaksanaan | dalam bimtek/diklat di 100% | 100 | 100% | 100% | 100%
s dan | pelaksanaan tugas | kabupaten
Kewenangan dan Kewenangan maupun tingkat
Lpropmsn
Wl Penyelenggaraan administrasi Umum Yang berkualitas )
clalui pembinaan organisasi dan tata laksana, Kepegawaian, | 100% | 100% | 100% |100% | 100%
angan, aset daerah, tata usaha dan arsip,
*TMenyediakan tersedianya Tercapainya
dokumen dan data | dokumen dan data | kualitas dan
yang akurat dan | yang akurat dan penyediaan . | 100% |100% | 100% | 100% | 100%
mudah diakses mudah diakses fasilitas
pelayanan

Y
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BAB. v
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

e psarkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)
peluminy? dengan  mempertimbangkan posisi kantor Kecamatan Witihama dan karena
qerbatasan waktu yang ada, maka guna mencapai visi dan misi kecamatan witihama, strategi

ng sesual adalah strategi aggressive; artinya pihak kecamatan harus lebih menangkap peluang
8 pelum sepenuhnya tergali dan terkelola,

Japun strategi tersebut adalah sebagai berikut:
strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)
1) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, nmgopﬁnmlkmﬁmgsipega%iym"g“d"mwk

memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Gubemur NTT
dan Bupati Flores Timur.

7) Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologj.

3)  Memanfaatkan/menerapkan kewenangan yang dimiliki serta dukungan dana yang ada untuk
mengoptimalkan kapasitas SDM serta melengkapi satanadmp:asatanayangyangﬁa-

4) Manfaatkan uraian tagaskewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan
otonorni daerah untuk memotivasi kerja pegawai kecamatan serta aparatur desa serta melakukan
rewards dan punishment.

5) Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, , Tokoh
Agama dan komponen masyarakat untuk menjalain kerjasama, koordinasi dan sinkrenisasi
program pembangunan serta menggali potensi SDA yang ada.

6) Mengembangkan kemampuan pegawai unfuk pengelolaan dan pemanfaatan data,
teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam
memberikan pelayanan publik.

Strategi ST (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)

1)  Manfaatkan pedoman dan juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi
antar instansi/daerah.

2)  Manfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman
dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan
angka kemiskinan dan pengangguran.
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o gtrategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)
1) Manfaatkan kebijakan pemkab untuk melengkapi sarana prasarana kantor.
2)  Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan pemda dan otonomi dacreh
3)  Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan pemkab dan pimtek yang ada
4 Kenbongkansisem informasi mangjmen pelayanan ublk dengan memanfaatkn ke 21
teknologi.
4 Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)
1) Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada unfuk menghadapi dan mengtasi
permasalahan/ancaman
%)  Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan dats, teknologi informasi dan komunikasi,
penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.

)
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BAB V]

RENCA )
NAPROGRAM pan KEGIATAN PENDANAAN

ai perwujud i " i seti
Sebag . perwujudan dari beberap kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap
gan strategisnya, maka langkah Operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan

yiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan

Ik d .
smperhatikan can mempertimbangkan tugas gap fungsi Pemerintah Kecamatan Witihama.

ucian prioritas Program dan Kegiatan Indikatif dapat dilihat pada lampiran tabel berikut ini :

. Kondisi
Kinerja Kinerj
T inerja
INDIKATOR | Pada awal ARGET CAPAIAN SETIAP rada
N0 KINERJA Periode TAHUN .
b akhir
IMD Periode
2022|2023 [2024 [2025 [ 2026 REJMD |
1. | Prosentase |
tersedianya $829% | 578
o o 8% | 100% % % % 100%
wiministrasi % | 100% | 100% | 1009 |
per- kantoran ?
2. | Prosentase
tersedianya
sarana  dan| 8472% | 865% | 100% | 100% | 100% | 100% 100%
prasarana ‘-
aparatur
3. Prosentase
terselenggaran
ya pelayanan | 1000 | g78% | 100% | 100% | 100% | 100% 100%
administrasi
kepada
masyarakat
4, Prosentase
kualitas kinerja : 87.8% | 100% | 100% | 100% | 100% 100%
pemerintah
kecamatan
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BAB. VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan
itatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan  yang hendak atau telah dicapai

jbungan dengan penggunaan anggaran dengan Kualitas dan kuantitas yang terukur.

um rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023 - 2026, Kecamatan Witihama
ctapkan dua (2) indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai
jabaran dari Indikator Kinerja yang tertuang dalam RPD, Target pencapaian kinerja sesuai
kator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan
serintah. Perangkat Daerah akan mempertanggung-jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun
jalui dokumen LKJIP Tahunan
Indikator kinerja Kecamatan Witihama secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
apai dalam kurun waktu empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
yan dan sasaran RPD untuk tahun 2023 - 2026 yang terdiri dari 2 indikator. Adapun indikator
erja Kecamatan Witihama Untuk periode 2023 — 2026 adalah berikut :
_ Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran,
Meningkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di
Kecamatan.
Adapun indikator kinerja Kecamatan Witihama untuk periode waktu tahun 2023 - 2026
pat dilihat dalam tabel 7.1 sebagai berikut:

= 1
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BAB. VIII

PENUTUI

Demikianlah Rencana Strategis Kantor Camat Witihama Kabupaten Flores Timur Tahun

dan indikator

-

2023 - 2026 yang memuat dasar, tujuan, visi, misi, strategi dan prioritas program
pengukuran kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Witihama dalam kurun waktu
5 tahun ke depan.

Rencana Strategi Kantor Camat Witihama Tahun 2023-2026 ini merupakan penjabaran yang
mengacu pada Rencana Pembangunan Dacrah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026
demi pembangunan daerah 4 (empat) tahun kedepan.

Dengan melaksanakan Rencana Strategi ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan
komitmen dari seluruh aparatur di kecamatan, karena akan menentukan keberhasilan program dan
kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian rencana strategi ini nantinya bukan hanya sebagai
dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan
pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang
ingin di capai.

Semoga Rencana Strategi Kantor Camat Witihama ini dapat diimplementasikan dengan baik
sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung

terwujudnya manusia dan masyarakat yang maju, sejahtera bermartabat dan berdaya saing.

Witihama, 2\ Maret 2022

NIP. 19660810 200012 1 003

. |

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

